PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PURWODADI NOMOR 6

TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026
MENJADI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEN
TAHUN 2020-2028

GAH DESA

DESA PURWODADI
KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024




-——

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK
PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026

MENJADI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 79 Ayat dua
(2) undang-undang nomor 3 tahun 2024, perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Desa, perlu dilakukan perubahan Rencana

pembangunan menengah Desa untuk jangka waktu 8
(delapan) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Peraturan
Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang
Perubahan atas Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6
tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 Menjadi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2028.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran



10.

11.

12.

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri  Desa,



13.

14.

15.

16.

17.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
57);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun
2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 21);

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor
72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten
Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor
72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah Lkabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Nomor 12);




18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun
2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2023 Nomor 52 )

19. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran
Desa Purwodadi Tahun 2017 Nomor 13);

20. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa 2020-2026;

21. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten
Temanggung (Lembaran Desa Purwodadi Tahun
2017 Nomor 11);

22, Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2019
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak sal usul
Dan Kewenangan Bersekala Lokal Desa; (Lembaran
Desa Purwodadi Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI
dan

KEPALA DESA PURWODADI

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PURWODADI NOMOR 6 TAHUN

2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026

MENJADI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2028

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam peraturan desa
Purwodadi nomor 6 tahun 2020 tentang
rencana pembangunan jangka menegah Desa
tahun 2020-2026 diubah sebagai berikut




. Ketentuan angka 11, angka 12 dan angka 23
Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

w

N o v b

10.

11.

12.

13.

14.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Temanggung.

. Bupati adalah Bupati Temanggung.

. Camat adalah Camat Tembarak

. Desa adalah Desa Purwodadi

. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purwodadi yang terdiri dari

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Purwodadi merupakan Pejabat

pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban

untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Purwodadi yang merupakan

unsur staf yang membantu kepala Desa yang membantu kepala desa

dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur

kewilayahan. h

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah

Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat

oleh BPD bersama Kepala Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat

LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa




15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di
singkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang di

selenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah

untuk mufakat.

_Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Desa.

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan
melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan
rakyat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses
penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika
masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.




24,

25.

26.

28.

20.

30.

31.

32.
33.

34.

2.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang
dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat.

. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat
KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan,
kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat
berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai
tujuan.

Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh
pemerintah dan masyarakat desa.

Ketentuan pasal 4, sehingga berbunyi :

RPJM Desa Tahun 2020-2028 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:




BAB | : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

BAB 1l : GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa
1. Geografi
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

A. Prioritas Masalah
B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

A. Visi
B. Misi,
C. Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
B. Bidang Pembangunan Desa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk
ke Desa, Format F.I.1

2. HasilPKDmeliputi:
a. Penyelarasan Data Desa terdiridari:

1. DaftarSumber Daya Alam Format F.[.2.1




2. DaftarSumber Daya ManusiaFormat F.[.2.2
3. DaftarSumber Daya PembangunanFormat F.[.2.3
4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.1.2.4
b. Penggalian Gagasan Masyarakat
1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan /
atau kelompok masyarakat Format F.I1.3
2. Daftargagasandusun / kelompokformat F.1.3.1
3. Sketsa Desa (Format F.1.3.1. a)
4. Kalender musim (format F.[.3.1. b)
5. Bagan Kelembagaan (Format F.1.3.1.c)
c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan
format :
1. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.1.4
2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.[.4.1
d. Hasil Kesepakatan Musdes
1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah
Desa Format F.I.5

2. Rancangan RPJM Desa Format F.1.6
3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa
Format F.I.7 dengan memperhatikan :
a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan
dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM
Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM
Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan
berdasarkan arahan Kepala Desa.
d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh
Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi :
RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala
Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun
waktu 8 (delapan) Tahun.




Pasal Il
Ketentuan dalam lampiran peraturan Desa Nomor 6 tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 111

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Purwodadi

jadh tanggal 02 Agustus 2024

‘PALA DRSAWPURWODADI,
N, W )

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 02 Agustus 2024

SEKRE DESA PURWODADI

NURCHOLIS
LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2024 NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak
Nomor : 4 Tahun 2024

Tentang : Rencana Pembangunan Menengah Desa Purwodadi
Tahun 2020 - 2028




BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum vyang memiliki
otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial
budava vang terdapat pada masyarakat  setempat yang
diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara
Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut
untuk  semakin maju. Salah satu aspek penting dalam
penvelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa
adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam
pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun
perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan)
tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun, disusun secara
partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan
menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam
pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan
mengutamakan skala prioritas desadan berpihak pada kebutuhan
masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi
desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan

desa.



Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa
Purwodadi beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik
yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2026 antara
lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan
sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian,
sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana
kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut
untuk menuju pada kemajuan desa Purwodadi dalam menghadapi
tantangan otonomi desa sehingga desa Purwodadi menjadi desa yang
maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para
pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi
dan Misi Desa untuk jangka menengah 8 (delapan) tahun.

B. Dasar Hukum
Penyusunan Perubahan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026, ini
didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914),




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor

57);




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun
2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 21),

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor
72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten
Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor
72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
Nomor 12);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor S1 Tahun
2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2023 Nomor 52 )

Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran
Desa Purwodadi Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa 2020-2026;

Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten
Temanggung (Lembaran Desa Purwodadi Tahun
2017 Nomor 11);

Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2019
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak sal usul
Dan Kewenangan Bersekala Lokal Desa; (Lembaran

Desa Purwodadi Tahun 2019 Nomor 2);



C. Maksud dan Tujuan

1.

Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun
dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam
penvelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  meliputi  uriaan
Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasvarakatan dan Pemberdavaan Masyarakat selama 8 (delapan)

tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2028

Tujuan

Tujuan  penyusunan  Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa adalah:

a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan
desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;

b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
masvarakat dan keadaan setempat,;

¢. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran:

d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di
desa; dan

€. menumbuh kembang kan dan mendorong peran serta

masyarakat dalam pembangunan di desa.




KEPALA DESA PURWODADI KECAMATAN TEMBARAK

KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR : 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA PURWODADI

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020 - 2028

KEPALA DESA PURWODADI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2028;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa Purwodadi tentang Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan RPJM Desa Purwodadi Tahun 2020 - 2028.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengabh;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa vyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008

Nomor 10);




10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
590) ;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);

. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun

2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor

72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati




-

Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun
2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor
69);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2023
Nomor 12);

19. Peraturan Desa Purwoadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewangan Berdasrkan Hak Asl-usul dan Kewengan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2019
Nomor 2);

20. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta
Tata Kerja Pemerintah Desa Purwodadi (Lembaran Desa
Purwodadi Tahun 2017 Nomor 5);

21. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangungan Jangka Menengah Desa Tahun
2020-2026 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor

6).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU - Membentuk Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Purwodadi
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah

sebagai berikut :

a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan
desa;

b. Melaksanakan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten;

¢. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;

d. Melaksanakan penyusunan rancangan Perubahan RPJM
Desa; dan

e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan Perubahan
RPJM Desa.



KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa
dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung

2. Camat Tembarak

3. Ketua BPD Desa Purwodadi

4. Anggota Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Purwodadi

Nomor : 8
Tanggal : 27 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA PURWODADI
TAHUN 2020-2028

[ | KEDUDUKAN

'NO | NAMA - JABATAN DALAM DESA S L ANGTIM ‘
1. ASFURI 1 Kepala Desa Pembina
2.  NURCHOLIS ! Sekretaris Desa Ketua
3. DAHRORI [l Ketua LPMD Sekretaris
4. | JARWANTO ‘ Perangkat Desa Anggota
5. M. TOHA MAHSUN Perangkat Desa Anggota

6. CHOERUL SHOLEH Perangkat Desa Anggota l
7. | YULI WULANSARI Perangkat Desa Anggota |
8. HARIYANTO i Perangkat Desa Anggota ‘
9. CHOERUNNISA




BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua
masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses
pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri.
Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan
perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui
hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa
menvampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat
secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang
baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai
perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka
sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna
membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu
disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa
jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan
rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-
program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana
pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang
ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana
pembangunan jangka menengah desa.Berkaitan dengan pembangunan Desa
maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu
mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan
sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan
sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan
Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum
tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif,
belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya
kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Berkaitan Dengan adanya
perpanjangan masa jabatan Kepala desa serta Perpanjangan masa keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa.

Maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang semula jangka waktunya 6 (enam)
tahun, perlu dilakukan perubahan menjadi 8 (delapan) tahun, dan Proses
pembuatan Perubahan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah
perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembanguan desa,
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya Masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota maupun
Sumber dana lain yang sah menurut undang-undang.



